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PALU - Sejak tahun 2003
hingga 2009, puluhan Peraturan
Daerah (Perda) dibatalkan oleh
Menteri Dalam  Negeri
(Mendagri). Pembatalan puluhan
Perda yang tersebar di kabupaten
dan kota se Sulteng itu, karena
bertentangan dengan aturan yang
lebih tinggi.

Selain bertentangan, pembua-
tan Perda dilakukan tidak sesuai
prosedur. Berdasarkan data yang
dihimpun di Biro Hukum Provinsi
Sulteng, 61 Perda yang dibatalkan
berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Mendagri.

Kepala Biro Hukum melalui
Kabag Pengkajian dan
Pengembangan Hukum Daerah,
Dorce Mala SH, Kamis (22/9)
mengatakan, dari puluhan Perda
yang dibatalkan, yang terbanyak
adalah Perda tentang pajak dan
retribusi khususnya tentang

kehutanan.

Banyak Perda yang dibatalkan
itu, karena lahirnya UU nomor
28 tahun 2009 dimana mengatur
pembatasan kewenangan daerah
kabupaten/kota dalam hal
memungut pajak dan retribusi
daerah.

Dari puluhan Perda yang
dibatalkan tersebar di Kabupaten

‘Buol 3 Perda, Kota Palu 9 Perda,

Donggala 23 Perda, Morowali 7
Perda, Tolitoli 10 Perda, Poso 1
Perda, Banggai 3 Perda, Bangkep
9 Perda, Parimo 1 Perda dan
Provinsi Sulawesi Tengah juga 1
Perda. Sementara untuk
beberapa Perda yang masih
dalam verifikasi pada tahun

2010, saat ini. belum
ditindaklanjuti karena belum ada
SK dari Mendagri.

Dia menjelaskan, dengan
adanya PP nomor 19 tahun 2009

tentang kewenangan Pemda di
tingkat provinsi, pembentukan
Perda di kabupaten harus melalui
jenjang verifikasi dan evaluasi,
yang kemudian diajukan ke

. Mendagri sebelum ditetapkan

menjadi peraturan daerah.
“Diharapkan dengan PP nomor
19 tahun 2009, pembuatan perda
yang sebelumnya banyak yang
tidak sesuai prosedur, ke depan
tidak ada lagi. Karena dilakukan
sesuai prosedur yang telah diatur.
Kacuali ada UU baru yang
dianggap tidak sesuai dengan
Perda yang ada, Perda tersebut
akan dibatalkan oleh
Mendagri,’’’katanya.
Ditambahkan, untuk tahun 2011
ini, jumlah Perda yang telah
berjalan di seluruh kabupaten/
kota dan provinsi sebanyak 63
Perda, yang telah mengacu pada
UU nomor 28 tahun 2009.(awl)










